
NO HASIL EVALUASI INSPEKTORAT RENCANA AKSI

A

1

Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dalam bentuk SOP perencanaan teknis 
kinerja SKPD, terdapat dokumen perencanaan kinerja, terdapat dokumen perencanaan 
jangka panjang, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, terdapat 
dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, terdapat dokumen perencanaan aktivitas 
yang mendukung kinerja dan terdapat dokumen perencanaan anggaran yang 
mendukung kinerja

B
Untuk dapat menyempurnakan dokumen Indikator Kinerja Utama
(IKU) dengan menambahkan makna dan alasan pemilihan setiap
indikator kinerja

Sudah ditindaklanjuti

Pada dokumen pengukuran kinerja triwulan untuk dapat dilengkapi
dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sehingga dapat
diketahui kesesuaiannya dengan formulasi perhitungan Indikator
Kinerja Utama (IKU)

Sudah ditindaklanjuti

C

Dokumen laporan kinerja telah disusun, dokumen laporan kinerja telah disusun secara 
berkala, dokumen laporan kinerja telah diformalkan, dokumen laporan kinerja untuk 
level pemerintah daerah Kabupaten Balangan telah di reviu , dokumen laporan kinerja 
telah di publikasikan dan dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu

D

1

Terdapat kebijakan teknis evaluasi AKIP pada tingkat Pemda maupun OPD sebagaimana 
pasal 6 ayat 1 yang merupakan penurunan atas Permen PANRB No 88 Tahun 2021, 
evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit 
kerja/perangkat daerah dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan 
secara berjenjang.

Upaya perbaikan atau Rencana aksi atas faktor hambatan kinerja 
pada Monev yang disusun untuk dapat dilaksanakan sehingga terjadi 
peningkatan realisasi target setiap triwulan ataupun capaian sasaran 
dan target tahunan

Sudah ditindaklanjuti

Pelaporan Kinerja
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REKOMENDASI INSPEKTORAT

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

1

Terdapat SOP pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, 
belum sepenuhnya terdapat definisi operasional yang jelas antara kinerja dan cara 
mengukur indikator kinerja dan terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan 
data kinerja yang dapat diandalkan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
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